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ABSTRAK

HARDIMAN, Pembebanan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai Talak Putusan
Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslahah
Mursalah). (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Ibu Hj. Rusdaya).

Nafkah madiyah adalah kewajiban suami kepada istri akibat perceraian atas
kelalaiannya yang tidak bertanggung jawab, namun dalam kasus yang ada di Pengadilan
Agama Pinrang perkara dengan nomer putusan 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg yang dalam
putusannya mewajibkan suami u arkan nafkah madiyah kepada istri.

Jenis penelitian yang ipsi ini adalah metode deskriptif
kualitatif, penelitian ini ormatif, yuridis, data dalam
penelitian ini diperole r. Teknik pengumpulan data
asi. Adapun teknis analisis

a primer maupu
asi, wawancara dan ¢
alisis data kualitati

faktor hakim
Jalam putusan
alkan isterinya
an kemampuan
entang nafkah
eluarkan oleh
asing-masing

h mursalah putusan 52
hak-hak isteri dan ag
dapat memberi keadila

ah, Pengadilan Agama Pi rsalah
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain.
Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Pemakaian transliterasi yang dipakai dalam

penulisan Skripsi di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Pedoman

Transliterasi tersebut adalah:
1. Konsonan

Fonem kons isan arab dilambangkan

3 dhal dh de dan ha
J ra r er

J zai z zet
o sin S es

XVi
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o syin sy es dan ye
es (dengan titik di
ol shad $ bawah)
. de (dengan titik di
o4 dad d bawah)
te (dengan titik di
b ta t bawah)
. ) zet (dengan titik di
& Zal bawah)
i koma terbalik ke atas
ge

monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

XVii

vokal tunggal atau
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Tanda Nama Huruf Latin Keterangan
| fathah a a
! kasrah i i
i dammah u u
Contoh:
No Transliterasi
1 Kataba

kasrah dan ya

i dan garis di atas

dammah dan wau

u dan garis di atas

xviii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangatlah pentingsdalam kehidupan manusia, perseorangan

maupun kelompok. Dengan jal ulan laki laki dan perempuan terjadi
khluk yang berkehormatan,
pergaulan hidup ber mai, tenteram dan penuh

or 1 Tahun

gan tujuan membentuk | angga) yang
arkan Ketuhanan Yang

rosesi yang sacral untu laki-laki dan
peremp I kehidupan berumah ta badah, pada

dasarn i ertujuan untuk membina kehidupa memperoleh

keturun un seringkali ter ahan yang menga perceraian
sehingg istri gagal melanj an berumah tangga

ian merupakan realita idak dapat dihindari kedua belah
pihak te ncoba unRMEnBAaRI gan j akni dengan

tidak biasa
melanjutkan keutuhan keluarga maka®barulah kedua belah pihak bisa membawa
permasalahan ini ke Pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Pengadilan

merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat

!Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Ull Press, 2000), h. 1.
2Undang-Undang R1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah
memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa
permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk
kepada Pengadilan Negeri.?

Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi

kecocokan di antara suami da bkan oleh berbagai hal. Perceraian

merupakan suatu perbu embawa pula akibat-akibat
hukum tertentu. Ses Kompilasi Hukum Islam
(KHI), bertengkaran
dan tida

di karena ada i trinya, maka
sesuai asal 41 (c) Undang- ahun 1974,
pengadi kan kepada mantan s rikan biaya

penghic ntukan sesuatu kewajib : rinya. Pasal

ang bahagia,

tentera uang dalam

*Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, h. 10.

*Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 157.

*Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 158.
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Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam

Pasal 2 yang menyatakan bahwa

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”.®

Nafkah madiyah adalah suatu ang merupakan kewajiban atas seseorang

yang tidak dilakukan pada za a masa yang telah lalu. Dalam hal

ini, dilakukan oleh seor a yang seharusnya memberi
nafkah yang telah erikan pada saat masih
berlang 10 yarkan, oleh

karena a nafkah tet : um dibayarka kepada istri

tersebut melekat pada i us dipenuhi

an hak-hak istri sebagai a rai talak dan

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan

®Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan.

"Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, Figih Sunnah 4 ( Jakarta:
Cakrawala Publishing, 2009), h.118.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian
jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada
mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu),
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya.®

Hal ini juga ditegaskan dalam Q.S. Al-Bagarah/2: 241

i) e B2Cay haally e cilillaadl

Terjehmahnya:
iberikan oleh suaminya)

serta ke : ang dan harmonis sesu
agar tujuan dari suatu p rsebut dapat
ikatan perkawinan me

individu baik didalam ga maupun

) istri berhak meneri hal ini di n akad nikah

yang sa i tri dianggap

suaminy?*n Elpnelni lain, ikats

rikat dengan

8Kkementerian Agama R.I, Al - Qur’an dan Terjemahnya, Q.S. At-Talag (65): 6 (Surabaya:
IKAPI JATIM, 2014), h. 558.

° Kementerian Agama, Rl, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Bagarah (2): 241
(Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 39.

9sayyid Sabig, Figih Sunnah, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, Figih Sunnah 4, h. 120.
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Perkara dalam hal perceraian kebanyakan istri yang diceraikan oleh suaminya
hanya meminta nafkah iddah dan muttah saja, selebihnya tidak mengetahui bahwa
hak nafkah lainnya boleh untuk dituntut salah satunya menuntut persoalan nafkah
madiyah.

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam si menjatuhkan putusan perkara cerai
talak antara:
Rustan Bin

mur 28 tahun, Ag , pekerjaan Wiraswasta,

tiro Deceng

aan Urusan

Rumah SLTA, tempat kediama I Kelurahan
iroang Kabupaten Pinr
2/Pdt.G/2016/Pa.Prg a ara verstek

karena gama tanpa

sepenge a informasi

uai dengan
yataan yang
sebenarnya. Selama persidangan berlangsung Pemohon tidak pernah hadir karena
panggilan sidang tidak pernah sampai kepada Pemohon karena alamat yang
ditujukana adalah alamat tempat tinggal suami bukan alamat orang tua Pemohon.
Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2016 telah

mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang,
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dengan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg. Bahwa pemohon sudah merasa yakin bahwa
perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup
beralasan untuk mengajukan gugatan cera talak terhadap termohon. Pada hari sidang
yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan
termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilan tangal 27 Mei 2016 dan tanggal 12 Juli 2016.
Dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan
yang sah. Sehingga dijatuhkan putusan ,verstek yaitu pembacaan putusan tanpa
hadirnya termohon.

Kemudian Rahmawati Binti Latang sebagai termohon melakukan upaya
veszet (perlawanan) bahwa Pelawan/Termohon membantah, menyangkal, menolak
dengan tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, segala hal yang dikemukakan oleh
Terlawan/Pemohon didalam gugatannya. Dan pelawan/termohon baru mengetahui
kalau terlawan/pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang
setelah perkaranya diputus dan adapun yang menyampaikan informasi tersebut adalah
tetangga pelawan/termohon, dan'pelawan langsung meminta informasi di Pengadilan
Agama Pinrang ternyata benar bahwa telawan/pemohon telah mengajukan cerai talak
kepada pelawan/termohon dan‘perkaranya sudah diputes.

Rahmawati binti Latang dalam putusan verzet (perlawanan) menuntut nafkah
madiyah sebesar Rp. 2.000.000 bahwa selama ditinggalkannya dipinrang sejak bulan
Juli 2015, Rustan tidak pernah memberikan nafkah kepada Rahmawati dan anaknya,
jadi nafkah madiyah yang dituntut ialah Rp. 2.000.000 x 19 bulan = Rp. 38.000.000.
dan Rahmawati juga menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000

X 3 bulan = Rp. 6.000.000. Dan menuntut nafkah mut’ah sejumlah Rp. 5.000.000. dan



nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000 perbulan, mulai sejak perkara tersebut
diputuskan hingga anak tersebut mandiri.

Banyak sekali perdebatan terkait nafkah madiyah (nafkah lampau yang telah
dilalaikan oleh suami kepada istri dan anaknya) karena masih sedikit peraturan yang

mengatur tentang nafkah madiyah, Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk

mengkaji bagaimana kajian yuridi utan nafkah madiyah dalam perkara

perceraian bagi istri da um Islam. Sehingga penulis

memilih judul peneli ah Dalam Perkara Cerai

latar belakang masala a ok masalah
nan Nafkah Madiyah D alak Putusan

Nomor . .Prg di Pengadilan Aga S Maslahah

ana Pertim Nafkah

h Putusan : i Agama

Nafkah

Agama
Pinrang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pembebanan
nafkah madiyah putusan nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan
Agama Pinrang.

2. Untuk mengetahui analisis magslahah mursalah terhadap pembebanan

nafkah madiyah putusan or 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan

Agama Pinrang
1.3.2 Adapun manfaat

1. Manfaat aka elitian ini diharap menjadi referensi acuan

, khususnya
2. diharapkan n implikasi
s yang bermaksud men pembebanan

perkara cerai talak
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Permasalahan analisa terhadap jputusan pengadilan memang sudah banyak

dilakukan oleh para peneliti i topik yang diangkat yang dapat

dijadikan sebagai telaa i, antara lain penelitian yang
dilakukan oleh Sau i itri ya “Pandangan Hakim
Agama Kota
oleh saudari
h dalam hal
ceraian. Para hakim di ota Malang

abupaten Malang dalz fkah dalam

yaitu dengan jalur guga : icio hakim.

lilan Agama
akim dalam
idis dan non
yuridis. Pertimbangan secara non yuridis keduanya sama yaitu berdasarkan asas
keputusan dan kemampuan. Namun, pertimbangan secara yuridis terjadi beberapa

perbedaan yaitu pada penggunaan rujukan dalam pertimbangan hukumnya.**

" Ana Sofiatul Fitri “Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi
di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, (Skripsi Sarjana UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang (2014)).
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10

Sedangkan dipenelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah adanya
kelalaian tanggungjawab suami dimana suami lalai tidak memberi nafkah kepada istri
dan anaknya karena alasan-alasan tertentu baik sengaja maupun tidak sengaja. Suami
yang tidak mampu menafkahi istri bisa dianggap berutang dan istri berhak menuntut
pengembalian atas nafkah madiyah tersebut. Seorang suami yang tidak memenuhi
kewajibannya dan tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Pihak istri dapat
mengajukan gugatan kepada suami dengan cara yaitu.-melalui rekonvensi/ gugatan
balik dalam perkara cerai talak.

Karya kedua oleh saudari An Nisa Primasari dalam skripsinya “Putusan
Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus Dipenuhi
Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara Nomor 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj)”.
Hasil penelitian oleh saudari An Nisa Primasari menunjukkan bahwa hakim
Pengadilan Agama Nganjuk memutuskan perkara Nomor 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj
dengan melihat landasan yuridis pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
(KHI) |yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi  perselisinan dan
pertengkaran secara terus menerus sehingga talak satu rqj’i dijatubkan dengan
melihat landasan sosiologis berdasarkan kemaslahatan bersama dan landasan filosofis
yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutus perkara
tersebut adalah pasal 1 ayat1 UU'No=1 Tahun2009tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pembebanan nafkah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu
nafkah hadhanah dan madiyah. Sedangkan Pembebanan nafkah yang tidak
dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu nafkah iddah, dan mut’ah.
Pembebanan nafkah iddah dan mut’ah tidak dikabulkan oleh hakim dikarenakan istri
nusyuz dimana hal tersebut sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pembebanan hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai nafkah yang diterima istri
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pada cerai talak tidak melebihi dari yang dituntut oleh istri. Oleh karena itu hal
tersebut sesuai dengan pasal 178 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
Namun, pembebanan mut ‘ah tidak sesuia dengan keadilan.*?

Sedangkan dipenelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah adanya

kelalaian tanggung jawab suami dimana suami lalai tidak memberi nafkah kepada

istri dan anaknya karena alas a baik sengaja maupun tidak sengaja.

Suami yang tidak mam berutang dan istri berhak
menuntut pengemb orang suami yang tidak
rinya. Pihak
istri dag rekonvensi/

cerai talak:

alah

i al- maslahah dapat d ermanfaatan,

kan dengan

eh beberapa
genuite dari
yingkirkan/
t Al-Gazali,

yang dimaksud maglahah, dalam arti ‘terminologis syar’i, adalah memelihara dan

2An Nisa Primasari, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Nagnjuk Atas Kewajiban Nafkah
Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara Nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.
Ngj)”, (Skripsi Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2016)).

3 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus
Di Indonesia (Jakarta: Badang Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 35.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



12

mewujudkan tujuan syara’ yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi,
keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh Al-Gazali bahwa setiap sesuatu yang
dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dukualifikasikan
sebagai maglahah. Sebaliknya, setiap sesuatu yang mengganggu dan merusak kelima

hal tersebut dinilai sebagai mafsadah. Maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu

yang demikian dikualifikasikan .2 Sedangkan menurut bahasa, kata

maglahah dari bahasa ar hasa Indonesia menjadi kata

maglahah, yang ber bawa kemanfaatan dan

Jur’an vyan
Y

G gl

ri Tuhanmu
dan petunjuk

duk Mekah
upa Alkitab
yang di‘dalamnya askan hal-ha yermanfaat dan hal-hal ya udarat bagi
diri kalian, yaitu berupa kitab Al-Quran (dan penyembuh) penawar (bagi penyakit-

Y“Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus
Di Indonesia, h. 36.

®Kementerian Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya Q.S Yunus (10): 57, (Surabaya:
IKAPI JATIM, 2014), h. 659.
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penyakit yang ada di dalam dada) yakni penyakit akidah yang rusak dan keragu-
raguan (dan petunjuk) dari kesesatan (serta rahmat bagi orang-orang yang beriman)
kepadanya.

2. Syarat-syarat Maslahah

Magslahah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat

pada konsep syari’ah yang a syari’ah sendiri tunjuk untuk

memberikan kemanfaat (kerusakan). Dengan kata

lain maslahah sebag ukum yang mem kan adanya kemanfaatan
yang mq ke terikat.

ga bagian:
1. Keb i ‘ ja di eksistensi
al ini dapat
urunan, dan
anusia akan
di akhirat.
itas, artinya
berada pada i sendi kedua
di kedua lebih utama ndi ketiga (akal), da seterusnya
ieimPAREPARE

ajatkan oleh
manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya,
ketiadaan aspek /Zajiyat tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia
menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran

saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyar adalah untuk menghilangkan kesulitan,

meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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tersebut, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang muamalat
dan uqubat (pidana).

3. Kebutuhan tahsiniyat, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya
berhubungan dengan al-Mukarim al-Akhlag, serta pemeliharaan tindakan-

tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya, seandainya

aspek ini tidak terwujud, m usia tidak akan terancam kekacauan,

seperti kalau tidak t a tidak membawa kesusahan

seperti tidak te aspek hajiyat. tiadaan aspek ini akan
n akal sehat
dan pribadi dan
paran yang at maqashid
berdasarkan

Jan atau kebutuhan masi

] al-Syatibi menjelask a terperinci
i tegaknya,
pun urusan
d kehidupan

ang terwujud adalah pan duniawi

rAM AaB(E menderi i al-Syatibi,

memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan dan memelihara akal budi.'’

Y Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Figh (Jakarta: Kencana, 2003), h. 23.

" Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus
Di Indonesia, h. 56.
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Adapun al- maglahah hajiyat, dalam pendangan al-Syatibi, ialah sesuatu yang
dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan
kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayaan yang
diiringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila maslahah hajiyat tidak diperhatikan

maka akan muncul kesukaan dan kesusahpayaan, tetapi tidak sampai menimbulkan

kerusakan yang biasanya terj h daruriyat, yang bersifat umum.

Kategori maglahah kepada penyempurnaan
daruriyat, dimana d a segala masyaqgah dan
tercipta jaran, se strimitas.

atibi, ialah
sesuatu ng baik dan
menghi akal sehat.
Hal ini ’ keberadaan
kapi prinsip
1h tahsiniyat
pada upaya

mewuj i enya : ungan sang

metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode
interpretasi  (intepretation method), metode kontruksi hukum atau penalaran

(redeneerweijzen). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-

¥ Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus
Di Indonesia, h. 56.
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undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi,
metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat
diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (vage normen),
konflik antar norma hukum (antinomy normen), dan ketidakpastian suatu peraturan

perundang-undangan.®

Kontruksi hukum terjadi itemukan ketentuan undang-undang

yang secara langsung hukum yang dihadapi, atau

dalam hal peraturan ada, jadi terdapat hukum (recht vacuum)

lanjut s . tidak lagi : nyi teks itu,
namun i abali insi I sua em. Metode
agar putusan hakim i onkret yang

enuhi  rasa keadilan : memberikan

etode kontruksi hukum, ada dua 0de e unakan oleh

hakim g t penemuan huku
b. M terpretasi
tasi atau penafsiran erupakan salah satu

hukum emberika Ian

peristiwa hukum tertentu.”* Tujuan interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud

Y Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), h. 58.

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, h. 59.

?'Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: Ul Press, 2006), h. 35.
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sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat
diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkrit yang dihadapi oleh hakim. Metode
interpretasi hukum meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi historis undang-
undang, dan interpretasi sistematis

Interpretasi gramatikal adalah smenafsirkan kata-kata atau istilah dalam

perundang-undangan sesuai de sa hukum yang berlaku. Interpretasi

gramatikal ini mencoba aturan perundang-undangan
yang berlaku, pada a interpretasi gra i digunakan oleh hakim
suatu aturan

kabur atau

kurang yang dimaksud denga hubungan
jelas, terkadang pihak a pihak lain

yang tic janjian (petinus extran ketiga yang
konkuren bagi para pi lam sebuah

na itu dalam interpretasi digunakan

tasi - sistema i perundang-

g lain atau

dengan kan prinsip,
bahwa System yang
utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan

peraturan perundang-undangan tidak boleh keuar atau menyimpang dari sistem

?Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, h. 37.
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hukum suatu negara. Misalnya, kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan
anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan orang tuanya, hakim tidak hanya cukup
mencari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) saja, akan tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang

tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).?

Interpretasi historis adal iran terhadap makna undang-undang

menurut terjadinya den sejarah hukumnya maupun

sejarah terjadinya u ng, atau dengan ka rpretasi historis meliputi
h hukumnya
historisch),
yang dilihat

etasi sejarah

hakim harus

snya.

an undang-
adapi, atau
kum (recht
vacuum), atau kekosongan undang-undang (wet vacuum). Dalam hal terjadi
kekosongan hukum atau kekosongan undangundang inilah hakim menggunakan

penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang. Metode

*Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, h. 38.

**Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, h. 39.
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inilah yang dimaksud dengan kontruksi hukum.49 Hakim terikat dengan asas, bahwa
hakim dilarang menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan:
hukumnya tidak ada, aturanya kurang lengkap, atau tidak diatur, melainkan ia harus
mengadili perkara yang ada sepanjang perkara tersebut memenuhi syarat materiil dan
sesuai dengan kompetensi absolut dantkompetensi relatifnya. Di sini hakim harus
menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai
dengan Pasal 1 ayat (1)° Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukumidan keadilan berdasarkan Pencasila dan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia.”®

Pertama, Metode argumentum per analogium (Analogi) merupakan metode
penemuan hukum dengan cara hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah
peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undangundang
maupun yang belum ada peraturannya. Dengan metode analogi, peristiwa yang
serupa atau sejenis yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Metode
penemuan hukum dengan analogi terjadi dengan mencari peraturan umum dari
peraturan khusus, untuk digunakan menggali asas-asas hukum yang ada di dalamnya.
Dengan penemuan hukum melaluranalogi inf,'sebuah“peraturan yang bersifat khusus
dijadikan umum yang tidak tertulis dalam sebuah undang-undang. Dari peraturan
umum tersebut, disimpulkan peristiwa-peristiwa yang khusus. Suatu peraturan
perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur

dalam undang-undang tersebut, akan tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan

%Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia,
2011), h. 218.
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peristiwa yang diatur dalam sebuah undang-undang.?® Dengan demikian, analogi
memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata
dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang
sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dianggap sesuai dengan bunyi

peraturan tersebut.

Kedua, Metode Argu rio merupakan metode penemuan

hukum yang memberi ntuk melakukan penemuan
hukum dengan perti bahwa apabila u ang menetapkan hal-hal
tertentu arti pe iwa tertentu
itu dan
tidak d undang, ak i dia ali adi, inti dari
argume adalah mengedepankan ire berlawanan

dengan i nya (mafhum mukhalaf

A Contrario member ‘ pada hakim

tunggu i ja. i ngan suami,
pkan metode
argumentum a contrario/mafhum mukhalafah sehingga seorang suami yang bercerai

dengan istrinya tidak perlu melakukan iddah.?®

% Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 220.

?'7aeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada, 2014), h. 178.

% Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 223.
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Ketiga, metode peyempitan hukum/pengkonkritan hukum (Rechtsvervijning).
Tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan
terlalu umum ruang lingkupnya, maka hakim perlu mempersmpit makna yang
terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut. Metode penyempitan

hukum/pengkongkritan hukum, bertujuan untuk mengkongkritkan/menyempitkan

suatu aturan hukum yang terla serta umum, agar dapat diterapkan

terhadap suatu peristiw, sal 1365 tentang perbuatan
pnya terlalu luas, maka

atau harus

vs Cohen,
bahan besar

n perbuatan

atau tidak
ukum, serta
engan kepatu
san yang terikat dan ahwa hakim

seperti yang dinyatakan oleh beberapa a

#Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 224.
%030hny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 225.
*15atjipto Raharjo, llmu Hukum (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1991), h. 67.
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1. Logemann

Berpendapat bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-
undang dalam arti kehendak seperti yang diketahui dan tercantum dalam peraturan
perundag-undangan yang bersangkutan. Kehendak ini tentunya tidak dapat dibaca

dengan begitu saja dari kata-kata dalam undang-undang, maka hakim harus

mencarinya dalam sejarah kata- m sistem undang-undang atau kata-

kata dalam arti perga wajib mencari kehendak

enafsiran yang berbeda

gem bahwa sewaktu ha ukum, dan
ana g merupakan hukum dan man arus selalu
engan masyarakat. i suai dengan

yang nyata i i i apat tercapai

m perikatan
pihak-pihak
yang bersangkutan, seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya untuk anak-

anaknya, dan dia berhak menutut dari suaminya itu.

*23atjipto Raharjo, llmu Hukum, h. 69.
*330eroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 91-92.
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2.3 Tinjauan Konseptual
2.3.1 Talak

Secara harfiyah Talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak
dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan antara suami dan istri sudah lepas

hubungannya atau masing-masing sudah-bebas.*

Sayyid Sabiq mendefinisi n sebuah upaya untuk melepaskan

ikatan perkawinan dan an perkawinan itu sendiri.

Definisi yang agak dapat dilihat dala Kifayat al-Akhyar yang

menjela h dan talak

adalah sebagai kata

untuk itab, hadis,

b

ijma’, a
peda namun
esensin erumuskan
talak da lafaz talak

dan seje melepaskan

ikatan [ . i g mewakili
definisi apat tiga kata kunci enunjukkan
hakikat 1 B’Aﬂga&ng“meleas au membuka

esuatu yang

selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua: kata “ikatan perkawinan”,

¥ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009) h. 198.

®Amir Nuruddin dan Azhari Akma, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2012), h. 20.

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 199.
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yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi
selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan
istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram. Ketiga: kata “dengan lafaz tha-la-
ga dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinanitu

melalui suatu ucapan dan ucapan yang. digunakan itu adalah katakata talak tidak

disebut dengan: putus perkawin an cara pengucapan ucapan tersebut,
seperti putus karena ke

Perkawinan tus disebabkan pe ijelaskan pada Pasal 114
Kompil g bagian, yaitu

percera pabkan oleh

ang-Undang Perkawin Tah l yang tidak
menge ) pilasi Hukum Islam (K jelas g dimaksud
dengan ami dihadapan sidang ang menjadi

salah s 3 nya perkawinan dengan cara se ima aksud dalam

bahasa nafkah berasa ata al-Infaq yang be engeluarkan
dan hab ' agthanya digunakan i naan dengan
hal-hal segala yang
dihajatkan manusia, baik itu makanan, minuman, pakaian maupun tempat tinggal.>®
Jadi, pengertian nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama

istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikit pun unsur

3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 222.

*8Anshory Umar Sitanggal, Figih Syafi’l Sistimatis (Semarang: Asy-Syifa’, 1994), h. 418.
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kikir, merupakan konstribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan

kebahagiaan rumah tangga.

1. Kewajiban Memberikan Nafkah kepada Keluarga
Secara zhahir yang dimaksud dengan keluarga adalah istri. Dari segi

logika, istri tertahan dan terhalang berusaha dengan adanya hak suami, maka

ijma’ menentukan wajib ada istri. Hanya saja mereka

berselisih tentang iberikan. Jumhur ulama
pat kadarnya
---------- an te ' dapat jun jui sebagian
Al-Mundzir,
Al-Fdhl bin Abdan. A 3 b Al-Hilyah
suai giyas”. Sementara i dalam kitab

ana akan disebutkan “Apab : ‘ memberikan

inya adalah

erkecukupan

gan sesuatu
erada dalam

aidah/5: 89.

*Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-lmam Al-Hafizh, Fathul Bahri Penjelasan Kitan Shahih Al-
Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 536-537.
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s gl AT ELY de Ly hsiy o< il b Al D sy Y

6 e 2o A GATEE) 50530 5 A58 5l AT ) shalal s L3l s (1S
Frs & &l el &0 0 i USST 2 1 i 5% 2l 1) sl § & st L

Terjemahnya:
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan
sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu,
ialah memberi makan sepuluh orang miskin;. yaitu dari makanan yang biasa
kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau
memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang
demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah
kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan

jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-
hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).*

Berdasarkan ayat ini, kafarat dikaitkan dengan apa yang dinafkahkan
kepada keluarga, sementara ukuran mud dipakai dalam kafarat. Namun, dalil ini
menjadi goyah oleh pandangan mereka yang membenarkan ganti rugi padanya.
Begitu pula jika istri makan bersama suaminya, maka kewajiban memberikan
nafkah menjadi gugur. Padahal-kafarat oebeda dengannya dalam kedua hal itu.
Adapun yang benar dari segi.dalil bahwa yang wajib adalah sesuai kebutuhan
(secukupnya). Terutama sebagian Imam telah menukil ijma’ Fi'li (perbuatan yang
disepakati) pada zamanysahabat'dan tabi’in atas hal itu, dan tidak diketahui dari
seseorang pun yang menyelisihinya.*!

Ibnu Al-Mundzir berkata, “Terjadi perselisihan tentang nafkah untuk anak-

anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta serta pekerjaan. Sebagian ulama

% Kementerian Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Maidah (5): 89
(Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 68.

*lbnu Hajar Al-Asgalani dan Al-Imam Al-Hafizh, Fathul Bahri Penjelasan Kitan Shahih Al-
Bukhari, h. 538.
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mewajibkan kepada bapak memberikan mafkah untuk semua anaknya, baik
mereka yang masih kecil maupun yang sudah baligh, perempuan maupun laki-laki,
selama mereka tidak mempunyai harta yang mencukupi kebutuhan mereka. Jumur
ulama berpendapat, bapak wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga

yang laki-laki mencapai usia baligh; dan yang perempuan menikah, kemudian

tidak ada nafkah yang waji cuali jika mereka menderita cacat

permane. Jika mere ada kewajiban memberikan

Perkawinan Nomor 1 . tata cara
Disamping itu perkar i perkawinan
arga yang memerlukan husus sesuai

nat U -Undang Perkawinan.
ang-Undang ara lain meli aum wanita
nya dan pi ya, namun C hal gugatan

ang diajuka i Tahun 1975

Demikian halnya dalam masalah nafkah yang di sengketakan, seperti
nafkah terutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah

tangga terhadap istri. Terdapat hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus

“2gudarsono, Hukum Perkawinan Islam, h. 56.
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dipenuhi ketika suatu perkawinan berlangsung. *® Pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat
mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan.
Yang mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu

tersebut di dalamnya. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar

batas-batas hukum, agama d janjian tersebut dapat mencakup hal
apa saja diantaranya lain sebagainya.

Perjanjian inan dilangsungkan dan

usunan masyarakat. Sué i mah tangga
mah tangga dan masi erhak untuk
kum. Disamping itu ad ajiban yang
di dapati satu sama lain.
asing pihak
lamana cara
i istri yang
44
, mencakup
nafkah lahir bathin terhadap istri ataupun nafkah terhadap anak. Selain termasuk

hal yang pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada

*|dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)
(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 187.

*M. Yahya Harahap, Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilam Agama (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), h. 74.
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pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak mengajukannya ke
pengadilan. Dan segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini meliputi
ketentuan yang di atur dalam Bab VI UU No. 1 Tahun 1947 tentang hak dan
kewajiban suami dan istri.*

Setiap orang yang menahan orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia

bertanggung jawab membel ini sudah merupakan kaidah umum.
Demikian halnya dal

3. Nafkah Madi Perspektif Komp

Instansi
ikan Kompilasi Hukum
tuk mengambil keputu

dalam menyelesaikan m

* Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 142,

% Media Centre, Amandemen UU Peradilan Agama, UU Peradilan Agama dan
KompilasiHukum Islam, h. 114.
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1974 juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum
materiil yang menunjang dari perundang-undangan lainnya.*’

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal-
hal yang mengenai pembahasan secara umum tentang nafkah juga tertuang dalam

Kompilasi Hukum Islam. *® Yang.terdapat dalam pasal mengenai hak dan

kewajiban suami istri, yang juga di sebutkan bahwa kewajiban

suami tidak berlaku nusyuz dengan tidak mau
melaksanakan ke g telah dijelaskan dalam
asal 80 ayat
Hal tersebut

uhi nafkahbaik terhada dalah suami

n tidak boleh lalai atas tersebut.

m Perspektif Hukum

ama lIslam belanja, ya 8 disiniyaitu
n makan tempat tinggal, pembant pengobatan

fkah) hukum jib menurut

alam Q.S. Al h/2: 233:

e ol Gy ) G )5l 5

*"M. Yahya Harahap, Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilam Agama, h. 85.

*8bnu Hajar Al-Asqgalani dan Al-Imam Al-Hafizh, Fathul Bahri Penjelasan Kitan Shahih Al-

Bukhari, h. 539.
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Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin
menyapih  (sebelum dua _tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*

Padarayat ini;Allahsswismewajibkantkepada orang tuaruntuk memelihara
anak mereka, ibu berkewajiban menyusuinya sampai umur 2 tahun. Dan bapak
berkewajiban memberikan nafkah' ‘kepada ibu. Dibolehkan menggandakan
penyepihan (penghentian penyusuan) sebelum 2 tahun apabila ada kesepakatan
antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk
menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas. Hal ini
demi kesempatan anak itu sendiri.*

Menurut pendapat setegah ahli tafsir, ibu-ibu yang dimaksud ialah
perempuan yang diceraiakan-oleh suaminya dalam keadaan mengandung, sebab
ayat Ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya yaitu mengenai
cerai,>" Dapat diartikan bahwa kewajiban nafakh 'kepada mantan istri yang telah

mempunyai anak, adalah satu kesatuan yaitu nafkah istri dan pemeliharaan anak.

a. Dasar Dalil Tentang Nafkah dan Dasar Menetapkan Jumlah Nafkah

* Kementerian Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Bagarah (2): 233
(Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 39.

*%Syaikh Hasan Ayyub, Figh Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 392-393.

> Abdul Malik Karim dan Amrullah Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz Dua (Jakarta: Pustaka
Panjimas, 2004), h. 307.
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Sebagai dasar dianjurkan serta diwajibkannya memberikan nafkah

terhadap istri adalah seperti yang tercantum dalam Q.S. at-Thalag/65:6

2

Vsl R s Gedle 18l (A R Yy a0l o GG R e B L
K 15585 a5 sal G 5T &0 Gria ol (8 Gplia Griy A Ggle ) sanlh Jaa

(s DA Al g ikl &S (5 cag Say

Terjemahnya :
Tempatkanl a kamu bertempat tinggal
menurut enyusahkan mereka untuk

menyem (istri-istri yang sudah
a nafkahnya
(anak-anak)
ahnya; dan
aik; dan jika
sukan (anak

dia menjadi

adap anak-anak dari ist

%3 Bahka

enafkahinya

ang berlaku

at g- kan tentang

pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya

2Kementerian Agama R.I, Al - Qur’an dan Terjemahnya, Q.S. At-Talaq (65): 6 (Surabaya:
IKAPI JATIM, 2014), h. 558.

3 Abdurrahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) (Jakarta:Raja Grafindo
Persada,2002), h. 270.
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dalamjumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika
suami bakhil, tak memberikan pada istrinya dengan secukupnya atau tidak
memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut
jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, perumahan.

Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima oleh

istri serta mengharusk i untuk membayarnya bilatuduhan-

tuduhan yang dil

elakukannya.

zhab Tentang Jumlah

samin serta
padaan yang
dar ini berbeda menu a wajib bagi
beri akaﬂ pana : gan Hanafi
puan suami,

kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istrinya.>

> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), h. 165.

** Ubaidi dan Muhammad Ya’qub Thalib, Nafkah istri Hukum Menafkahi Istri dalam
perspektif Islam (Surabaya: Daus Sunnah, 2008), h. 88.
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Pendapat Golongan Syafi’i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur
dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan
syara’. Walaupun golongan Syafi’i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu
tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya

ditetapkan kewajiban nafkah setiapshari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin

ditetapkan satu hari 1 mud. D

akan gugur

Demikianlah

ya i : istri terikat
1 hanya untu i 3, karena ia

ikmatinya te i : ajibkannya

memelihara
awab  untuk
memenuhi kebutuhannya, memberi; belanja kepadanya selama ikatan sebagai

suami istri masih terjalin dan istri tidak berbuat durhaka (nusyuz) terhadap suami,

% Ubaidi dan Muhammad Ya’qub Thalib, Nafkah istri Hukum Menafkahi Istri dalam

perspektif Islam, h. 89.
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atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.’” Oleh karena
itu, nafkah haruslah diberikan kepada istri dan anak-anaknya di mulai dari setelah
perkawinan dilangsungkan. Maka, jika nafkah tersebut tidak dipenuhi, ada
kewajiban suami untuk membayar utang nafkah yang belum terbayarkan. Karena

utang nafkah adalah merupakan utang suami yang harus dan wajib untuk dilunasi.

Sehingga disebut juga deng (nafkah terutang). Dalam keadaan

telah terpenuhinya se

Utang ter dianggap gugur de tian dari suami atau istri,

Dan hal ini
lama masih
perkawinan antara me . an pula jika

maka utang tersebut G kan kepada

penelitian ini, mak ut kerangka

-unakanPAREPARE

*’Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat 1 (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 173.
%% Muhammad Bagir Al-Habsyi, Figh Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan

PendapatPara Ulama (Jakarta: Mizan, 2002), h. 139.
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Bagan Kerangka Pikir

Nafkah Madiyah

Putusan Hakim Realisasi Putusan

Landasan Yuridis

1. UU No 1 Tahun 1974
2. Kompilasi Hukum
Islam
(KHI)
3. Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975

Teori

1. Maslahah Mursalah
2. Rechtsvinding

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Prg
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam

kategori penelitian lapangan (fi ni meneliti peristiwa-peristiwa yang

ada dilapangan sebagai masalahnya, penelitian ini
dogolongkan sebag ipti a penelitian ini berupa
yang diteliti,
melalu N deskriptif

kualitat is, t mengenai

iyah dalam Perkara san Nomor

Pengadilan Agama Maglahah
sis tertentu,
gejala atau
memberikan
suatu  yang
adian, aspek
enan dengan
suatu keadaan atau kejadian-kejadian

ang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut

diatas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang digunakan agar

*Mardalis, Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.
26.

895yharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta. 2000), h. 310.

37
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dapat mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk
menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena
Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan
karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Jenis pendekatan penelitian yang

digunakan dalam rangka menemukan jawaban adalah pendekatan teologis normatif,

yuridis.

Pendekatan teol ang memandang agama dari
segi ajarannya yan
Hadits N atan yuridis
adalah gan maupun
perature

maka hasil penelitian aran secara

m konteks waktu dan s bagaimana
iyah dalam Perkara san Nomor
. di Pengadilan Agama Pinra Maglahah

an ini akan dilakukan paten Pinrang tepat Pengadilan
Agama . Pemiliiﬂ&ﬂglﬂ&&g kekuasa wewenang
mengad Pengadilan
Agama, dan dengan pertimbangan data dapat diperoleh karena penulis telah
melakukan pra-penelitian di lokasi tersebut.
3.3 Waktu Penelitian
Penelitian ini menggunakan waktu selama 45 hari yang pelaksanaannya pada

tanggal 01 Juli s/d 14 Agustus 2019.
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3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengarah pada kajian tentang Pembebanan
Nafkah madiyah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Prg.
di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maglahah Mursalah).

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data
Jenis data yang di asalah terdiri atas data primer

dan data sekunder. D er adalah sumber da ngsung memberikan data
gat penting,

asi, sebagai

a sumber data dala tian ini menggunaka sumber data

PAREPARE
1. Da sung dengan
responden. Responden yang dimaksud adalah beberapa hakim yang memutus

perkara cerai talak dan Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang.

815ugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010, h. 62.

2Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama, (Pontianak, STAIN
Pontianak, 2000), h. 36.
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2. Data sekunder. Data ini penyusun peroleh dari karya-karya tertulis yang
berkaitan dengan praktek sewa-menyewa pengolahan lahan tanah yang diperoleh
dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun dari sumber internet.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian initdiperoleh secara langsung dari para hakim di

Pengadilan Agama Pinrang, ya g menangani kasus nafkah Madiyah

tersebut. Mereka disebu responden dilakukan dengan

cara metode purposi ngan cara menent den yang dipilih dengan

pengum nakan untuk
ormasi tentang Pembe liyah dalam
san Nomor 522/Pdt.G/.

enggunakan beberapa

dan otentik
wawancara.

n penelitian

Observasi, dilakukan dengan‘’cara mengamati ruang (tempat), pelaku,
kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Tujuan dilakukannya observasi
adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian guna menjawab
pertanyaan. Gambaran realistik ini digunakan untuk membantu mengerti perilaku

manusia dan untuk evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah melakukan
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pengukuran terhadap aspek tertentu untuk melakukan umpan balik terhadap
pengukuran tersebut.
3.6.2 Wawancara (Interview)

Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana

dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. ® Dalam hal ini penyusun

mewawancarai para hakim yan emutuskan perkara dengan Nomor
Putusan 522/Pdt.G/2016
Dalam hal i dalam bentuk interview

kerja yang

sun melakukan pengum ; okumentasi.

Cara i encari data penunjang yang berupa

catatan, yang ada.
er, dianalisis

dan menggambarkan engan permasalahan at kaitannya

ani. PAREPARE

tidak dapat
didageneralis (membangun teori) tetapi sebaliknya, yakni menguji teori yang ada

bagi suatu situasi konkrit tertentu®. Hal pertama yang penulis lakukan adalah

®3Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983),
h. 71.

®Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta : Granit, 2010), h. 93.41.
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menganalisa terlebih dahulu mengenai pembebanan nafkah madiyah perkara nomor
522/Pdt.G/2016/Pa.Prg. kemudian menganalisa kasus tersebut selanjutnya akan

disimpulkan dengan cara menguji teori yang sudah ada.

13l

PAREPARE
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembebanan Nafkah Madiyah
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

Perkara ini terdaftar di Peng Agama Pinrang dengan register nomor

522/Pdt.G/2016/Pa. Prg ada dalah sebagai berikut:

Pengadilan Aga engadili perkara tertentu

, pekerjaan

Urusan di Kampung
Baru 11, Deceng, Kecamatan Tiro ang, sebagai
ensi/semula Termohon. bin Mansur,

am, pekerjaan Wiraswe

3aru 11, Kelurahan Mattirc > < en Pinrang,
dap putusan

September
rdaftar dplx ﬁgpeﬁﬁ gama P tanggal 20
kewajiban
pembebanan kepada suami terhadap istrinya setelah perceraian. Seluruh pembebanan
tersebut seperti nafkah madiyah, mut’ah dan nafkah ‘%ddah adalah kewajiban akibat
perceraian, seperti putusan nomor: 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg yang memiliki amar

putusan berisikan kewajiban mantan suami untuk membayarkan nafkah madiyah,

43
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mut’ah dan nafkah iddah. Adapun pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak
putusan No 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg. Sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pelawan dan terlawan serta
keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pelawan dan terlawan adalah.suami-istri yang menikah secara Islam pada

tanggai 18 Nopember 2013.
2. Bahwa setelah meni i ke Kalimantan dan tinggal

bersama dengan ma 1 tahun lebih ntrakan terlawan, setelah
eh terlawan
tu.

3 sedangkan

dan biaya

a dinyatakan

dilan Agama
anan nafkah

kepada suami.

“Ketentuannya berdasarkan kepada hak dan kewajiban suami baik terhadap isteri
maupun terhadap anak, karena suami memiliki kewajiban baik sandan, pangan
dan papan terhadap isteri oleh karena itu selama dia bersama selama suami isteri
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maka pembebanan itu masih diwajibkan kepada suami selama isteri tidak

nusyuz”.%

Suami dibebankan untuk membayar nafkah madiyah, iddah, mut’ah dan
nafkah anak karena suami mempunyai kewajiban yang dilalaikan karena
meninggalkan isterinya, tetapi apabila isteri nusyuz maka pembebanan suami
terhadap nafkah tersebut gugur. Dan - jika isteri dapat membuktikan dimuka
persidangan mengenai kelalain suami selama ditinggalkan. Dan apabila isteri sendiri
mengikhlaskan suami.untuk tidak melaksankan kewajibannya tersebut hal ini
sebagaimana dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 2,4,6 dan 7: ayat (2)
suami wajib melindungi isterinya danymemberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesual dengan. kemampuannya. Ayat (4) sesuai dengan
penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi
isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan
anak, (c) biaya pendidikan bagi anak. Ayat (6) isteri dapat membebaskan suaminya
dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b).
Avyat (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud-ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah dari suami kepada istrinya
adalah hal yang mutlak dilakukan dan tidak dapat ditawar lagi. apalagi kalau suami
itu secara nyata mempunyai pekerjaanstetap, dan penghasilan yang jelas, kecuali kalau
ternyata terdapat-faktarnyangrmanunjukkansbahwarsuamirtidakemampu melakukan
kewajibannya tersebut sehingga terbebas dari konsekuensi hukum yang mungkin
menimpanya atas kelalainnya itu.

Menimbang, bahwa karena pihak terlawan telah mengakui dan membenarkan

kelalainnya tidak memberikan nafkah kepada terlawan selama pisah tempat tinggal

®Drs. Baharuddin Bado, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis
di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019
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selama 19 bulan yaitu sejak Juli 2015 sampai sekarang, halmana menurut Pasal 311
R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan menentukan, maka menurut
majelis pengakuan terlawan tersebut menjadi dasar dalam pembebanan nafkah bagi
terlawan. yang disesuaikan dangan kemampuannya, sesuai dengan Pasal 34 ayat 1
dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1974 dan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama
Pinrang Bapak Drs. Syamsur Rijal, M.H tentang ketentuan pembebanan dalam hal

kewajiban suami memberi nafkah madivah kepada isteri.

“Ketika suami meninggalkan isteri tanpa diketahui maka hakim bisa memberikan
pembebanan kepada suami perihal nafkah madiyah dan tentunya mengikut
nafkah-nafkah yang lain, misal suami meninggalkan isterinya dan meninggalkan
anaknya beberapa tahun katakanlah 2 tahun berturut-turut tidak ada jaminan,
maka Isteri berhak untuk menuntut nafkah tersebut. Dan apabila suami terbukti
tidak pernah memberikan jaminan selama suami meninggalkan isteri, maka

hakim Dberkewajiban memberikan pembebanan nafkah madiyah atau nafkah

lampau kepada suami”.*°

Majelis hakim akan memutuskan. jika terbukti suami meninggalkan isteri
dalam jangka waktu yang lama tanpa pemberian nafkah kepada isteri dan anak maka
suami berhak dibebankan pembayaran nafkah yang dituntut oleh isteri. Karena ada
hak isteri yang harus dibayarkany selamar ditinggalkan. Kalau untuk pembayaran
nafkah madiyah, iddah, mut 'ah dan nafkah anak itu dilakukan di depan persidangan
sebelumikrar talak dilaksanakan supaya nantinya suamt tidak lart darr kewajibannya.
Pertama-tama hakim berusaha memberikan nasehat terlebih dahulu agar suami dapat
membayarkan kewajibannya sebelum ikrar talak. Artinya ketika hari sidang ikrar

talak tersebut suami harus memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah kepada

®prs. Syamsur Rijal, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis di
Pengadlan Agama Pinrang, 12 Juli 2019
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isterinya. Kalaupun ternyata suami belum siap dengan kewajiban tersebut, maka
hakim bertanya terlebih dahulu kepada isteri apakah ikrar tetap dilaksanakan atau
tidak. Jika isteri keberatan, maka hakim akan memutuskan untuk menunda
persidangan sampai batas waktu 6 bulan. Ini dilakukan untuk memberi waktu kepada
suami agar dapat memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam.keterangan pelawan yang didukung
dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi pelawan bahwa terlawan adalah karyawan
(operator alat berat) pada sebuah perusahaan di Kalimantan memiliki gaji di atas Rp.
8.000.000, setiap bulan, dalil mana telah™ dibantah oleh pihak terlawan yang
menyatakan bahwa gaji terlawan setiap bulan tidak sebesar itu tetapi hanya lebih
Rp.1.000.000, namun terlawan tidak™ mengajukan alat bukti apapun untuk
menguatkan bantahannya baik dengan bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Slip gaji terlawan untuk bulan Juni 2016
yang dikeluarkan oleh Bendahara gaji pada Khaleda Agroprima Malindo, perusahaan
tempat terlawan bekerja, yang menyebutkan dan menunjukkan dengan jelas jumlah
gaji bersih terlawan bulan Juni 2016 adalah Rp. 8.489. 990, sehingga bukti P tersebut
secara formal dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Sebagaiman wawancara yang dilakukan kepada Panitera Muda Pengadilan
Agama Pinrang Bapak Dr. H.=Imran=S/Ag-M.H tentang tentang apa alasan-alasan
lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah selain alasan suami
meninggalkan isteri dan adakah aturan waktu yang ditentukan berapa lama suami

meninggalkan isteri untuk bisa menuntut nafkah madiyah.

“Selain alasan suami meninggalkan isteri, alasan lainnya ialah ketika isteri
meminta dimuka persidangan maka tidak diberikan nafkah madiyah jika isteri
tidak meminta kepada hakim. Dan mengenai aturan waktunya selama suami
meninggalkan isterinya satu bulan, dua bulan atau bahkan setahun itu sudah
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jelas dibebankan kewajiban nafkah kepada suami karena pemberian nafkah

kepada isteri perhitungannya perbulan, jadi kalau misal bulan ini tidak

memberikan nafkah kepada isteri maka bulan ini dibebankan”.®’

Tidak semua isteri yang ditalak oleh suaminya pasti mendapat nafkah
madiyah. Hal ini karena isteri nusyuz atau suami sama sekali tidak mampu dan tidak

dapat memberikan nafkah madiyah tersebut. Apabila ada perceraian karena taklik

talak, maka tidak ada nafkah ri. Apabila isteri tidak nusyuz maka

isteri memiliki hak terha gal, dan pakaian dalam masa
iddah. Seorang ister , tidak merasa khawatir
menge upaya yaitu
dengan epada suami
agar dib
berdasarkan bukti P rut majelis
jumlah 7 utang yang pantas unt A da terlawan
setiap b adalah Rp. 2.000.000,x 00.000,-.
namun demikian elis  ha perlu  pula
elawan  dari
ua pelawan

sendiri oleh

perselisihan

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis
hakim dapat menetapkan jumlah nafkah madhiyah terutang dari terlawan adalah Rp.

2.000.000 x 19 bulan = Rp. 38.000.000, dikurangkan uang gadai sawah Rp.

Dr. H. Imran, S. Ag, S.H, M.H, Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara di
Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019
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18.000.000, sehingga jumlah seluruhnya nafkah madhiyah yang harus dibayar
terlawan kepada pelawan adalah Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa menganai mut’ah yang dituntut oleh pelawan menurut
majelis adalah hal yang lazim dan sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum

Islam dan majelis menilai berdasarkan. kemampuan terlawan mut'ah yang pantas

dibarikan oleh terlawan kepada erupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.
(Lima juta rupiah).
Menimbang,

engenai nafkah ankan kepada terlawan

selama dalam Pasal
149
mempe puan terlawan sebage : ahaan yang
mempu S up, maka besamya nafk s adalah Rp.
2.000.0 3 ngga jumlah seluruhnya arus dibayar

oleh te an adalah Rp. 2.000.00C 000, (Enam

Anisa binti
Rustan, haraan dan
pendidi 2.000.000,-,
maka te
Pengadilan
Agama Pinrang Ibu Dra. Fatmabuhjahja, M.H tentang penetapan jumlah nafkah

kepada suami yang lalai dari tanggung jawabnya.

“Penetapan jumlah nafkah berdasarkan dari prinsip asas keislaman yaitu tidak
mungkin memberikan beban kepada suami jika suami tidak mampu akan hal itu,
Karena hakim juga harus melihat apa pekerjaan dari suami dan berapa
penghasilannya dalam sebulan. Karena hakim tidak boleh membebani suami

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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melebihi kemampuannya dan hakim juga tidak boleh menolak permintaan dari
isteri selama itu terbukti dimuka persidangan, misal penghasilan suami selama
sebulan Rp. 1.500.000 tidak mungkin jumlah tersebut yang menjadi pembebanan
nafkah madiyah akan tetapi hakim melihat juga apakah ada utang-utang lainnya

jika ada maka itu diperhitungkan juga karena jumlah yang diambil jadi

penetapan nafkah ialah 1/3 dari gaji suami”.®

Mengenai penetapan jumlah nafkah, hakim memiliki kebijakan bahwa
pembebanan jumlah nafkah yang.akan dibebankan kepada suami tidak akan melebihi
dari batas keamampuannya, sesuai dengan kelayakan, kebutuhan dan kemampuan
suami. Majelis hakim dalam hal memberikan putusan juga didasari dengan rasa
keadilan;dan'karena pengalaman-hakim dalam bidang perceraian; hal ini telah diatur
dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiaman dalam pasal 32 “hakim harus
memiliKi Integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan
berpengalaman di bidang hakim”. Maka hakim dalam memberikan putusan tidak
berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara bak Termohon maupun Pemohon,
karena hakim bersifat netral.

Selain yang menjadi  landasan  hakim ~ memutusakan perkara
522/Pdt.G/2016/Pa.Prg ialah pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dasar hukum
dalam pembebanan nafkah kepada suami juga bisa dilihat pada UU No 1 tahun 1974
yang diatur pada BAB VI tentang hak dan kewajiban suami isteri Pasal 34 ayat 1
yang berbunyi “suami wajib ‘melindungi isterinyasdan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”. ®* Dan diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1975 dalam BAB V tentang tata cara

perkawinan Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi:

® Dra. Fatmabuhjahja, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh
Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

®Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cet, 1 (Jakarta: Visimedia, 2007) h. 15.
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“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atar permohonan penggugat atau
tergugat, pengadilan dapat:

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan
anak.

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang
yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak
suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Serta landasan hakim dalam penetapan.nafkah mut’ah dan iddah dapat dilihat
di Pasal 149 ayat a dan b.yang berbunyi: (a) Memberikan mut’'ah yang layak kepada
bekas isterinya, baik' berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla
dukhil. ((b)sMemberiznafkahmaskan dan kiswahgkepadasbekasyisterigselama dalam
‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijayuhi talak bain atau nusyuzi dan dalam keadaan
tidak hamil.

Selain dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80, UU No 1 tahun 1974,
Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1975. Majelis Hakim dalam memutuskan
perkara ini tidak lagi berpedoman pada pasal-pasal yang lain hanya landasan tersebut
yang dijadikan acuan untuk hakim dalam memutuskan perkara No 522/Pdt.G/Pa.Prg.
jika perkara yang ditangani tidak diatur dalam UU maka hakim menggunakan ex-
officio nya dalam memutuskan perkara tersebut dan melihat dari kemaslahatan kedua
belah pihak.

Melihat dari kondisi sesiologis keduaibelah-pihak Pelawan dalam hal ini
adalah isteri membebankan terlawan dalam hak ini suaminya nafkah magiyah, iddah,
mut’ah dan nafkah anak ialah alasannya suami meninggalkan isterinya selama 19
bulan lamanya tanpa memberikan nafkah selama ditinggalkan maka isteri menuntut
suami agar melunasi kewajibannya sebelum ikrar talak di laksanakan. Kondisi
sosiologis terlawan dalam hal ini adalah suami, ketika suami mengajukan cerai talak

kepada isterinya maka suami harus siap harus berkewajiban untuk melunasi utang
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nafkah yang dibebankan kepadanya selama dia meninggalkan isteri dan anaknya serta
dibebankan nafkah idda dan mut’ah sebagai tanda pengobat rasa sakit hati isteri yang
di talak. Dalam hal ini suami harus melaksanakan kewajibannya jika tidak membayar
utang tersebut maka isteri bisa menuntut dan melaporkan sebagai tindak pidana,
seandainya suami tidak mampu untuk melaksakan kewajiban tersebut maka Majelis
Hakim akan memutuskan jumlah-pembebanan.yang akan dibayarkan sesuai dengan
kemampuan suami dilihat dari pekerjaan dan gaji yang diterima oleh sumainya demi
kemaslahatan kedua belah pihak, suami dibebani utang nafkah sesuai dengan
kemampuannya dan melaksakan ikrar talak serta isteri mendapatkan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta
bahwa  terlawan mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan pada sebuah
perusahaan di Kalimantan dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai dirinya
dan atau keluarganya sehingga kepada terlawan dapat dibebankan kewajiban hukum
untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang masih berumur balita.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai nafkah anak benama Anisa
binti Rustan, umur 2 tahun 4 bulan. yang pantas dibebankan kepada tarlawan,
menurut majelis dengan mempertimbangkan kemampuan terlawan tersebut adalah
sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000, setiap bulan sampai anak tersebut berumur
dewasa atau telah mandifi.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim terlawan dalam hal ini dibebankan untuk
memberikan nafkah anak kepada anaknya yang bernama Anisa yang berumur 2 tahun
4 bulan karena anak tersebut belum mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri
masih membutuhkan penjagaan dari kedua orang tuanya dan kewajiban terlawan
sebagai ayah yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal hak asuh anak karena hakim melihat dari
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kondisi sosiologis kedua belah pihak karena suami yang meninggalkan isterinya
tanpa memberikan nafkah ini membuktikan bahwa suami tidak bertanggungjawab
kepada isteri dan anaknya, serta hakim juga melihat dari kondisi anak yang masih

berusia 2 tahun yang masih sangat membutuhkan seorang ibu.

4.2 Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pembebanan Nafkah Madiyah
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

Perceraian merupakan salah satu penyebab. putusnya perkawinan, hal ini
tercantum dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 38 UU
Perkawinan. dalam  Kompilasi Hukum Islam ‘dan UU Perkawinan disusun
berdasarkan konsep syari’at Islam dan hanya diperuntukan bagi warga negara
Indonesia yang beragama Islam. Selanjutnya di dalam pasal 115/ Koempilasi Hukum
Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama
tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”® Dengan
peraturan ini mewajibkan perceraian orang Islam di Indonesia harus ditempuh dengan
jalur hukum di Pengadilan Agama menjadikan hakim sebagai salah satu pihak yang
sangat penting dan berpengaruh’ dalam memberikan putusan di Setiap perkara
perceraian. Hakim dengan “kekuasaannya mampu untuk menolak perkara, tidak
mengabulkan perkara, ‘atau .mengabulkannya, -tentunya hal ni harus dengan
pertimbangan dan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah perceraian tidak langsung menjadikan kedua belah pthak (mantan
suami istri) lepas dari tanggungjawab mereka masing-masing, mereka masih
memiliki kewajiban antara satu dengan yang lainnya, mantan suami memiliki

kewajiban beberapa nafkah setelah perceraian seperti yang tercantum dalam pasal

®Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 274
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149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bilamana perkawinan putus karena
talak, maka bekas suami berkewajiban memberi beberapa nafkah, seperti nafkah
mut’ah, maskan, kiswah, ‘iddah, hadhanah, dan madiyah.

Beberapa kewajiban-kewajiban suami seperti tersebut di atas diantaranya

adalah nafkah Madiyah, mut’ah dan nafkah ‘iddah juga termasuk kewajiban yang

timbul karena akibat dari per tapi pada putusan perkara nomor:

522/Pdt.G/2016/Pa.Prg 3 (tiga) tertulis menghukum
Tergugat rekonvensi ut’ah dan nafkah ‘iddah
an tersebut
terjadi dan

ikrar talak atau sebelum

rupakan sebuah langk

encari jalan

pihak, dijelaskan oleh g memutus

an Hukum dalam putus sas manfaat,

mbebanan mengenai nafkah madiyah, mu afkah ‘iddah

dan naf ) saat sebelum

ikrar tal . g
memberikan

akim perkara

4.2.1 Nafkah Madiyah
Nafkah Madiyah ialah nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami atau nafkah

yang telah lewat waktu yang dibayarkan oleh suami kepada istrinya.”* Apabila akad

™ Abdurrahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002), 270.
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nikah telah sah, maka suami istri telah terikat perkawinan. Adanya ikatan perkawinan
tersebut berarti istri telah terikat oleh kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri
kepada suaminya, sehingga istri tidak dapat lagi melakukan hal-hal lain untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu istri berhak mendapatkan nafkah dari

suaminya.

Berdasarkan Putusan 2016/Pa. Prg tentang pembebanan

nafkah madiyah oleh s oleh Majelis Hakim dengan

pertimbangan sebag

lama tanpa

menjadi kewajiban s Jua hak-hak

askawin) dan nafkah, kebendaan,

ra para isteri (dalam per i idak berbuat

yang an sebagainya. "2 ang  berupa
ai berikut:

uang atau barang erikan (atau

suami pada saat

ini sebagai

yang telah

bersedia menjadi pendampingnya® atau mitranya dalam kehidupan mereka

selanjutnya, dan bahwa ia sejak kini memikul tanggung jawab penuh terhadap

Dr. Hj. Rusdaya Basri , Lc., M. Ag. Figh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah
(Parepare: KAAFAH LEARNING CENTER, 2019), h. 166.
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kesejahteraan dan keselamatan lahir batin si isteri dan anak-anak yang akan lahir
dari mereka berdua.
b. Nafkah

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk

keperluan hidup orang lain, seperti isteri, anak, orang tua, keluarga dan

sebagainya. Adapun yang di i sini adalah pemberian nafkah untuk

isteri demi memenuhi an, pakaian, tempat tinggal,

pembantu rumah i ebutuhan dan kebiasaan

ga nama baik isteri
kodrat (hajat) biologis i
C. enghormati, dan perla e ) baik, serta

1k, dan ilmu

; rhadap isteri
maupun terhadap anak, karena suami memiliki kewajiban baik sandan, pangan
dan papan terhadap isteri oleh karena itu selama dia bersama selama suami isteri

®Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. Figh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah,
h. 174
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maka pembebanan itu masih diwajibkan kepada suami selama isteri tidak

nusyuz”.™

Majelis hakim akan memutuskan pembebanan nafkah madiyah kepada isteri
dengan pertimbangan suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu yang lama
selama jangka waktu tersebut suami tidak pernah memberikan nafkah kepada isteri,

maka isteri berhak mendapatkan madiyah selama isteri tidak nusyuz.

Demikian juga dengan pende sur Rijal, M. H bahwa nafkah

an jaminan selama su

emberikan pembebana atau nafkah
5

awancara dengan Bapak . H, bahwa

an memberi

dikatakan gugur.

2. ilan suamBeAlasEanhﬂlEnpuan Sug

Pinrang yaitu Ibu Dra. Fatmabuhjahja, sebagai berikut:

"Drs. Baharuddin Bado, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis
di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

"Drs. Syamsur Rijal, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis di
Pengadlan Agama Pinrang, 12 Juli 2019
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“Penetapan jumlah nafkah berdasarkan dari prinsip asas keislaman yaitu tidak
mungkin memberikan beban kepada suami jika suami tidak mampu akan hal itu,
Karena hakim juga harus melihat apa pekerjaan dari suami dan berapa
penghasilannya dalam sebulan. Karena hakim tidak boleh membebani suami
melebihi kemampuannya dan hakim juga tidak boleh menolak permintaan dari
isteri selama itu terbukti dimuka persidangan, misal penghasilan suami selama
sebulan Rp. 1.500.000 tidak mungkin jumlah tersebut yang menjadi pembebanan
nafkah madiyah akan tetapi hakim melihat juga apakah ada utang-utang lainnya
jika ada maka itu diperhitungkan juga karena jumlah yang diambil jadi

penetapan nafkah ialah-1/3 dari gaji suami”.”®

Penentuan nafkah madivah disesuaikan dengan kemampuan suami dengan
catatan apabila isteri tidak nusyuz. Apabila isteri meminta lebih dari jumlah gaji
suami maka hakim akan memutuskan sesuai dengan kemampuan suami, karena
hakim melihat asas keislaman kedua belah pihak. Sebagaimana dasar dianjurkan serta
diwajibkannya memberikan nafkah terhadap isteri adalah yang tercantum dalam QS.

At-Thalag/65:6

@ 2 2

) 508 Jan & 5f (S o) 5 Geale | saiiail (ol V5 2808 5 (s 218 CHAlL (e (b SIS
Oy hgdaas oS Ishaily A G sAl (A G AT Griad) A Gelia Galmy A (ele

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu_menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian
jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada
mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.”’

"®Dra. Fatmabuhjahja, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh
Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

""Kementerian Agama R.I, Al - Qur’an dan Terjemahnya, Q.S. At-Talaq (65): 6 (Surabaya:
IKAPI JATIM, 2014), h. 558.
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Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi istri
sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahinya bahkan
setelah perceraian. Bahkan dalam hukum positif yang berlaku dilndonesia telah
dimuat pula Undang-Undang yang menjelaskan tentang diharuskannya suami
menanggung nafkah dan biaya hidup istri dan anak-anak. Jika istri hidup serumah
dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala
keperluan seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta
nafkahnya dalamjumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, tak memberikan pada istrinya dengan secukupnya atau
tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut
jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, perumahan. Hakim
bolen memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima oleh istri serta
mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bilatuduhan-tuduhan yang
dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.

Kesimpulannya, pembebanan dalam hal kewajiban suami memberi nafkah
madiyah Kepada isteri putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg disebabkan beberapa
ketentuan yaitu suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu yang lama secara
bertutut-turut dan suami tidak memberikan jaminan atau nafkah kepada isteri dan
anaknya, maka isteri berhak“menuntut” nafkah" madivah dalam cerai talak yang
diajukan suami kepada isteri dengan syarat isteri tidak nusyuz, dan jika isteri mampu
membutktikan dimuka persidangan tentang kelalaian suami kepada isteri maka
wajiblah suami dibebani nafkah madiyah sesuai dengan kemampuan suami.

Mengenai penetapan jumlah nafkah, hakim memiliki kebijakan bahwa
pembebanan jumlah nafkah yang akan dibebankan kepada suami tidak akan melebihi

dari batas keamampuannya, sesuai dengan kelayakan, kebutuhan dan kemampuan
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suami. Majelis hakim dalam hal memberikan putusan juga didasari dengan rasa
keadilan, dan karena pengalaman hakim dalam bidang perceraian, hal ini telah diatur
dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiaman dalam pasal 32 “hakim harus
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan

berpengalaman di bidang hakim”. M hakim dalam memberikan putusan tidak

berpihak kepada salah satu pih a bak Termohon maupun Pemohon,
karena hakim bersifat ne
4.2.2 Nafkah Mut’
lijatuhi talak

ang, barang,

pembebanan

nafkah kim dengan
pertimb
1.
Pengadilan
Agama kut:
“Faktor yang mempengaruhi Ha dalam menentukan kadar mu’tah dan

nafkah ‘iddah: vyaitu tergantung dari penghasilan suami. Majelis akan
memberikan besarannya. Seorang suami akan memberikan nafkah ‘iddah kepada
istri apabila istri tidak nusyuz”. "

"8 Abdurrahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), h. 275
Dr. H. Imran, S. Ag, S.H, M.H, Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara
oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019
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Majelis hakim akan memutuskan bahwa penentuan nafkah mut’ah disesuaikan
dengan penghasilan suami, dengan catatan apabila istri tidak nusyuz. Demikian juga
dengan pendapat dari Bapak Baharuddin Bado, M.H bahwa nafkah mut’ah

disesuaikand dengan penghasilan suami.

“Ketika seorang hakim akan memutuskan mengenai nafkah mut’ah maka dilihat
dari penghasilan suami. Misaln bila isteri meminta nafkah mut’ah sebesar
Rp. 5.000.000,- namun ke hanya Rp. 2.000.000,- maka Majelis
Hakim hanya akan m

Berdasarkan I ddin Bado, M. H bahwa

apabila sebesar Rp.
aka hakim

serta merta

emiliki penghasilan an dibebani

mennetuakan mut’ah y h suami hal-

adalah kemampuan da . Se gan firman

-Bagarah/2:241 \
S By

wanita-wani aklah diberi h suaminya)
menurut )bg ma'ruf, iatuR ke&ajlban bag -orang yang

imbal balik
serta kerjasama yang seim harmonis sesual dengan bagian masing-masing

pihak antara suami dan istri, agar tujuan dari suatu perkawinan tersebut tersebut dapat

8prs. Baharuddin Bado, M. H Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis
di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019.

8 Kementerian Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Bagarah (2): 241
(Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 39.
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tercapai dengan baik. Setiap ikatan perkawinan menuntut adanya hak dan kewajiban
pada diri masing-masing individu baik didalam lingkungan keluarga maupun
lingkungan masyarakat disekitarnya.

Seorang istri berhak menerima nafkah hal ini dikarenakan adanya akad nikah

yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan

segala hak-hak suaminya dan h orang lain, ikatan itu menyebabkan

istri tidak dapat mencari i, sebab itu istri berhak untuk
mendapatkan nafka ng yang telah me (suaminya). Ayat diatas
sangat j inya sebagai
sesuatu sterinya dan
pengobz
2. balan yang diberikan isteri ai pengobat

a diceraikan.

Pengadilan

steri tersebut
suami yang
engobat rasa
imana yang
b:

pa uang atau

K€pada bcKa C clama lam‘lddah,
talak bai’in atau nusyuz dan dalam keadaan

kecuali bekas isteri telah dijatuh
tidak hamil.”®?

8Drs. Syamsur Rijal, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis di
Pengadilan Agama Pinrang, 12 Juli 2019.
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Menurut Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Drs. Syamsur Rijal, S. H
isteri yang dicerai gobla dukhul. tidak berhak mendapat mut’ah. Namun, jika suami
secara sukarela tanpa paksaan memberikan mut’ah tidak menjadi masaalah. Hakim
tidak boleh menuntut suami untuk memberikan mut’ah maupun nafkah yang lainnya

kepada suami yang menceraikan isterinya karena nusyuz. Pemberian nafkah mut’ah

sebagai pengobat rasa kekece a diceraiakan, diharapkan dengan

diberikannya nafkah mut’ memaafkan dengan rela dan
mampu menerima s ra mereka telah terputus
ikatan p
ami kepada
sepatutnya
dilakuk A pada perkara cerai tala S berkeinginan
untuk i s perkawinan denga . ga sebagai

pengha i walaupun belum cukup i ekecewaan,

ukum suami
8 Kompilasi
Hukum Na agaimana yang dise dalam pasal
159 Ko A diberika pekas suami
obla dukhiil.
tidak bisa menuntut mut ah.

Suami berkewajiban memberikan mut’ah dan nafkah selama isteri berada
dalam masa ‘iddah, yaitu nafkah pangan, maskan (tempat tinggal) dan kiswah
(pakaian). Hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 ayat a
dan b.
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Pasal 149
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib
(a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau
benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla dukhil.

(b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam ‘iddah,

kecuali bekas isteri telah dij tau nusyuzi dan dalam keadaan tidak
hamil.
Penentuan | dengan kemampuan dari
suami, ekerjka a perbulan.
Tidak uami tidak
sangguf . Da i i elihat dan
menilai kta-fakta yang terjadi. dikasi isteri

nusyuz pergunakan hak ex-off ) isteri tidak

‘iddah adal : perempuan
untuk gu dan men : suami atau
setelah h dengan suami®. ° [ ' 3 sebab, yaitu
wafat d . “Iddah ada ) i wanita yang
berpisa

Berdasarkan Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg tentang pembebanan
nafkah ‘iddah oleh suami kepada isteri dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan

pertimbangan sebagai berikut:

8 Abdurrahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), h. 277.
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1. Kesepakatan kedua belah pihak
Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan

Agama Pinrang yaitu Bapak Drs. Baharuddin Bado, M. H sebagai berikut:

“Dasar hukum dalam pembebanan natkah kepada suami bisa dilihat pada UU No
1 tahun 1974 yang diatur pada BAB VI tentang hak dan kewajiban suami isteri
Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi ‘‘suami wajib melindungi isterinya dan
memberikan segala sesuatu” keperluan. hidup berumah tangga sesuai

kemampuannya”. Dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1975

dalam BAB V tentang tata cara perkawinan Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi

“selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau

tergugat, pengadilan dapat:

d. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

e. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan
anak.

f. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang
yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak
suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 2, 4, 6 dan 7
Ayat (2): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ayat (4):
“Sesuai dengan ' penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah, dan
tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya
pengobatan bagi istri dan anak; ¢. Biaya pendidikan bagi anak.5 ayat (6): “Istri
dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana
tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.” ayat (7) Kewajiban suami sebagaimana
dimaksud ayat (2) gugur apabila istri pusyuz.

Menurut Pak Baharuddin Bado, Nafkah ‘ddah diberikan sesuai dengan
kesepakatan bersama, apabila sudah ada kesepakatan bersama maka Hakim harus
memutus sesuai dengan kesepakatan tersebut. Namun apabila tidak ada kesepakatan
antara suami dan istri, maka Pengadilan dapat menentukan besaran nafkah sesuali

dengan kemampuan suami, yang tidak memberatkan dan dibayarkan sebelum ikrar

#Drs. Baharuddin Bado, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis
di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019.
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talak. Namun suami tidak harus membayarkannya apabila istri nusyuz dan apabila
istri sendiri yang mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya
tersebut. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Dr. H. Imran, S. Ag, M. H Panitera

Muda Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut:

“Biasanya seorang suami istri yang niat akan bercerai, maka Pemohon atau
suami juga memikirkan dampaknya, yaitu kewajiban suami untuk membayar
mut’ah dan nafkah ‘iddah, maka dalam hal ini suami biasanya akan
membayarnya. Dalam sebuah persidangan rata-rata suami dan istri hadir,

sehingga istri dapat menerima langsung mut’ah dan nafkah ‘iddah didepan

sidang Pengadilan, atau dengan jalur Rekonvensi (gugatan balik)”.85

Ketika antara suami dan istri memiliki niat untuk bercerai, maka suami akan
menjalankan kewajibannya apabila 1a mentalak istrinya, dalam kata lain suami
memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian tersebut salah
satunya adalah untuk pemberian nafkah ‘iddah kepada mantan istri, yang sesuai
dengan kemampuan suami. Biasanya dalam prosesi persidangan kedua belah pihak
hadir, sehingga istri dapat menerima langsung ‘iddahnya di Persidangan atau bisa
melalu jalur Rekonvensi yaitu-gugatan balik yang.dilakukan oleh isteri.

2. Sesual dengan kebutuhan isteri

Sesuai hasil wawancara .yang dilakukan dengan dengan Ibu Drs.

Fatmabuhjahja, M.H bahwa_ pemberian_naftkah_ ‘iddah kepada Isteri disesuaikan

dengan kebutuhan isteri dan kemampuan suami sebagai berikut:

“Penetapan jumlah naftkah berdasarkan dari prinsip asas keislaman yaitu tidak
mungkin memberikan beban kepada suami jika suami tidak mampu akan hal itu,
Karena hakim juga harus melihat apa pekerjaan dari suami dan berapa
penghasilannya dalam sebulan. Karena hakim tidak boleh membebani suami
melebihi kemampuannya dan hakim juga tidak boleh menolak permintaan dari
isteri selama itu terbukti dimuka persidangan, misal penghasilan suami selama

®Dr. H. Imran, S. Ag, M. H, Panitera Muda Pengadilan Agama, Wawancara oleh Penulis di
Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019
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sebulan Rp. 1.500.000 tidak mungkin jumlah tersebut yang menjadi pembebanan
nafkah madliyah akan tetapi hakim melihat juga apakah ada utang-utang lainnya
jika ada maka itu diperhitungkan juga karena jumlah yang diambil jadi

penetapan nafkah ialah 1/3 dari gaji suami dan disesuaikan juga dengan

kebutuhan isterinya”.86

Pendapat Ibu Fatmabuhjahja, dalam pemberian nafkah ‘iddah juga
disesuaikan dengan kepatutan dan .kelayakan, dan bagi yang sudah memiliki
keturunan, maka dilihat dari_siapa yang mengasuh anak tersebut, apakah mengikuti
ibu atau bapaknya, dimana hal ini akan berpengaruh dalam besaran kadar mut’ah dan
nafkah ‘iddah. Majelis Hakim dalam memberikan putusan juga didasari dengan rasa
keadilan, dan karena pengalaman Hakim dalam bidang perceraian, hakim harus
memiliKi Integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan professional
dan berpengalaman dibidang hakim.

Kesimpulannya, mengenai penetapan jumlah nafkah hakim berpedoman pada
Undang-undang No 1 tahun 1974, dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975
serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai penetapan jumlah nafkah, hakim
memiliki kebijakan bahwa pembebanan jumlah.nafkah yang akan dibebankan kepada
suami tidak akan melebihi dari batas keamampuannya, sesuai dengan kelayakan,
kebutuhan dan kemampuan suami.-Majelis hakim dalam hal memberikan putusan
juga didasari dengan rasa, keadilan,zdanskarena=pengalaman hakim dalam bidang
perceraian, habinistelahydiatursdalam,Undang=ndangskekuasaan kehakiaman dalam
pasal 32 “hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur,
adil, professional dan berpengalaman di bidang hakim”. Maka hakim dalam
memberikan putusan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara bak

Termohon maupun Pemohon, karena hakim bersifat netral.

% Dra. Fatmabuhjahja, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh
Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019
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Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 41 (c) dijelaskan
bahwa ketika terjadi perceraian maka pengadilan agama dapat mewajibkan kepada
suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban
bagi mantan isteri. Secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dijelaskan dalam pasal 149 bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas

suami dapat diwajibkan memberi da bekas isteri.

Mantan suami ah ‘iddahi kepada mantan

isterinya selama m . Kalau dicermati, empunyai kewajiban ini

karena yang mana

dalam t al ini karena
sesungg sah sampai
masa ‘i Steri pai. Masa ‘iddah ini rahim, juga
berguna \ bangan bagi mantan s : mbali rujuk,
atau tet aka dari itu suami di afkah pada
masa arena isteri tersebut tertahan (tergantung) serta ti 5a menerima
pinanga aki lain diseb 3 n kewajiban
suami rikan  nafka ' : eri dengan
pertimb akan gugur

Nafkah anak adalah pemberianiyang wajib dilaksanakan oleh ayah terhadap
anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan bak pemberian itu berupa sandang, pangan,
papan maupun pendidikan berdasarkan kemampuannya.®” Nafkah anak menjadi salah

satu yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada isterinya dengan catatan,

8 Abdurrahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), h. 279
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si isteri sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut. Kewajiban adanya nafkah dari
ayah kepada anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Sehingga walaupun
anaknya belum mumayyiz (diatas 12 tahun), seorang ayah tetap berkewajiban
memenuhi kebutuhan si anak hingga berusia 21 tahun.

Berdasarkan Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg tentang pembebanan
nafkah anak oleh suami kepada anak dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan
pertimbangan sebagai berikut:

1. Sesuai Kemampuan Suami

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Panitera Muda

Pengadilan Agama Pimrang yaitu Bapak Dr. H. Imran, S. Ag. S. H, M.H sebagai

berikut:

“Hendaklah dalam pembebanan nafkah baik nafkah anak maupun nafkah isteri
Majelis Hakim melihat dari kemampuan suami dalam hal penetapan jumlah
nafkah tersebut, jika isteri membebani suami dengan nominal yang besar
sedangkan suami tidak mampu maka Majelis Hakim tidak akan memaksa, maka
dilihat dari pekerjaan suami dan penghasilan suami perbulannya. Apabali jika itu
nafkah anak maka Majelis Hakim juga .akan melihat kebutuhan dari anak
tersebut, jika anak itu masih kecil tergolong anak yang masih belum banyak
kebutuhannya tetapi suami tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya
sampai anak tersebut dewasa.”®

Menurut Bapak Dr. H. Imran, S. Ag, M. H dalam nafkah Keluarga begitu juga
anak baik pada.waktu-perkawinanmaupun,setelah.-perceraianbahwa isteri dituntut
untuk tidak membebani suami diluar kemampuannya. Suami hanya berkewajiban
memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jika suami tidak member nafkah
nafkah secukupnya kepada isteri dan anaknya tanpa alasan yang benar, maka isteri

berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya dan anak-anaknya. Dan hakim boleh

®Dr. H. Imran, S. Ag, S. H, M. H, Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara
oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019
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memutuskan beberapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh isteri, serta
mengharuskan suami untuk membayarnya. Jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan
isteri ternyata benar. Apalagi jika dilihat dari pekerjaan suami dan gajinya perbulan
dikategorikan susai dengan pembebanan yang diminta isteri maka tidak ada keraguan

dari Majelis Hakim untuk menghukum suami atas pembebanan nafkah anak tersebut.

Sebagaiman firman Allah swt d

Dan orang
g diberikan
g melainkan
memberikan

sebagainya
sekalig )ahwa Jaklah yang
lapang ri dan anak-
anaknye i I per sehingga
anak da ja dan siapa

yang d a “yakn endaklah ia

2. Anak masih dibawah umur (belum mandiri)
Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama

Pinrang yaitu Bapak Drs. Baharuddin Bado, M. H sebagai berikut:

8Kementrian Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. At-Thalag (65): 7 (Surabaya:
IKAPI JATIM, 2014), h. 558
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“Seorang ayah tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya meskipun kedua
orang tuanya sudah bercerai jika anak tersbut masih dalam pemeliharaan dan
belum dewasa dan belum mandiri ini berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun
1974 pasal 41 ayat a dan b:

(@) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member keputusan.

(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anka itu-bilamana bapak dalam kenyataannya
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.. Pengadilan dapat menentukan

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.”

Berdasarkan 'hasil wawancara dengan Drs. ‘Baharuddin Bado, M. H bahwa
kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
kewajiban orang tua berlaku sampai anak tersebut mandiri atau anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berjalan meskipun diantara kedua
orang tua terputus atau bercerai. Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu
tetapi dalam hal pemberian nafkah tetaplah kewajiban seorang ayah apalagi jika ayah
mempunyal pekerjaan tetap dan mampu memberi nafkah kepada anaknya

sebagaimana dijelaskan dalam-Firman Allah swt.dalam QS. An-Nisa/4: 34
Sl sal (e ) 68 Ly (it e ddima A (b Ly (Ll B G 52158 a3

Terjemahnya:
Kaum laki-laki itu adalahgemimpin bagi kaumswanita, oleh karena itu Allah telah
melebihkan sebagian” mereka (laki=laki)“atas" sebagian yang lain (wanita), dank
arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.™

Karena 1tu suami harus menyadart kewajiban dan tanggung jawabnya dalam

memenuhi nafkah untuk isteri dan anaknya. Maka suami hendaknya berusaha sakuat

®Drs. Baharuddin Bado, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis
di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

*'Kementrian Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa (4): 34 (Surabaya:
IKAPI JATIM, 2014), h. 56.
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tenaga, agar dapat mencukupi nafkah bagi isteri dan anak-anaknya dengan nafkah
yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhai Allah swt. Suami tidak pantas
jika berpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang yang
menjadi tanggung jawabnya.

Kesimpulannya, dalam perkara putusan nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg suami

dibebankan nafkah anak sebes - karena Majelis Hakim melihat dari

kesanggupan suami unt ebut, Majelis Hakim melihat

atau belum

a, kewajiban
anak berumur dewasa a

nafi yang berpendapat anak untuk

anak la saat anak tersebut tida njagaan dan

telah da eperluannya sendiri. Sedangkan perempuan

apabila baligh atau telah : ak laki-laki

telah be 7 tahun dan . g dijadikan

ukuran kemampuan anak u rdiri sendiri. Dala ni beberapa

tara imanﬂ&ua E PA R E

1. Gol pai dengan 7

tahun, dan menurut sebagian lainnya adalah 9 tahun.

2. Golongan Malikiyah, berpendapat bahwa masa nafkah anak berlangsung sejak

dari lahir sampai dewasa. Jika ia punya ibu, maka ibulah yang mengasuhnya

sampai dewasa lalu gugurlah hak nafkah anak tersebut. Dan jika mengenai biaya

nafkahnya tetap kewajiban atas ayah.
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3. Golongan Syafi’iyah, mengatakan tidak ada batasan waktu bagian pengasuhan.
Sesungguhnya anak kecil berhak memilih antar ayah dan ibunya, dan siapa yang
dipilih olehnya, maka dialah yang berhak atasnya.

4. Golongan Hanbaliah, mengatakan bahwa masa nafkah anak baik laki-laki maupun

perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak telah berumur 7 tahun dan kedua

orang tuanya sepaakat aga i mereka yang mengasuhnya, maka
dibolehkan. Dan jik disuruh memilih.

Dalam Kom 1 dijelaskan bahwa batas
sendiri atau
entasl atau
ber nafkah
u itu. Dapat
punyai anak,
adalah ¢ sampai anak
tersebut

berlebi

beban yang
yang terbaik

PAREPARE
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembebanan Nafkah Madiyah Putusan

Nomor 522/Pdt.G/2016/ ilan Agama Pinrang.

Yang menjadi memutus perkara Nomor

522/Pdt.G/2016/Pa.P g membayar nafk h, mut’ah, ‘iddah dan

nafkah

ibebani nafkah kepada
Hal ini j k isteri dari kesewenang

5.1.2

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan

berpengalaman di bidang hakim”. Maka hakim dalam memberikan putusan tidak
berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara bak Termohon maupun Pemohon,

karena hakim bersifat netral.

74
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembebanan nafkah madiyah dalam
perkara cerai talak putusan nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg di Pengadilan Agama
Pinrang (Analisis Maslahah Mursalah). Maka saran yang dapat penulis kemukakan

adalah:

5.2.1 Kepada Pengadilan Ag rapkan agar praktek ini dapat terus

dipertahankan, toh oleh hakim lain yang

menangani p n serupa demi da rikan putusan yang adil,

5.2.2 dan dapat
n dengan “sebaiknya b a ika terdapat
peraturan tidak dapat m 3 g ada, maka
ara penegak hukum ag dan melihat

putusan yang dikel anfaat, dan

ilan bagi semua pihak.

13l
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PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIAT DAERAH
1. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 28 Juni 2019

Nomor  : 070/248 /Kemasy. Kepada
Lampiran @ - * Yth, Ketua Pengadilan Agama Pinrang
Perihal :  Rekomendasi Penelitian, di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syahriah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B-686/In.39.6/PP.00.9/
06/2019 tanggal 27 Juni 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian,untuk
maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama . HARDIMAN

NIM . 15.2100.021

Pekerjaan/Prog.Studi  : Mahasiswa/Ahwal Al-Syaksiyah

Alamat . Kel.Laleng Bata, Kec.Paleteang,
Kab.Pinrang

Telepon : 085240460919.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam
rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul * PEMBEBANAN NAFKAH
MADLIYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK PUTUSAN NOMOR
522/Pdt.G/2016/PA.PRG DI ~PENGADILAN AGAMA PINRANG
(ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)” yang pelaksanaannya pada tanggal
01 Juli s/d 14 Agustus 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau
me.r_ekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan
wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui
dan pelaksanaan sebagaimana mestinya,

An. SEI_(RETARIS DAERAH
AsistensAdministrasi umum

A
Utama Muda
31198803 1 087

\Q:'.‘t'_\ RS S
Tembusan

Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;

- Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;

- Kapolres Pinrang di Pinrang;

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang;

Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;

Dekan Fakultas Syahriah dan Iimu Hukum Islam TAIN Parepare di Parepare;
Camat Watang Sawitto di Pinrang;
- Yang bersangkutan untuk diketahui;

Arsip,

VBNV E LN -
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 636 /In.39.6/PP.00.9/06/2019
Lamp. :-
Hal  :Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di
PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HARDIMAN

Tempat/ Tgl. Lahir : Punnia, 05 Desember 1997

NIM :15.2100.021

Fakultas/ Program Studi : Syariah dan llmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syaksiyah
Semester Vil

Alamat

: DESA LALENG BATA, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan
skripsi yang berjudul:

“Pembebanan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor

522/Pdt.G/2016/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslahah Mursalah)
Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai

Demikian permohonan ini disampaikan atas perke ; ;
kash; B perkenaan dan kerjasama diucapkan terima

Wassalamu Alaikum Wr.wb.
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@ PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B

Jin. Bintang NO. 9 Tlp. (0421) 921145/ fax. (0421) 921145
\\:)/ Website : v v pupinane co il e-mail : pinrang/@pta-makassarkota.go.id

PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W20-A8/1072/PB.01/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwah :

Nama : HARDIMAN

NIM : 15.2100.021

Jurusan / Prodi . Ahwal Al-Syaksiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan Tinggi . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Judul Penelitian : PEMBEBANAN NAFKAH MADLIYAH DALAM PERKARA

CERAI TALAK PUTUSAN NOMOR 522/Pdt.G/2016/PA.Prg DI
PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB (ANALISIS
MASLAHAH MURSALAH).

Adalah benar telah melasanakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama
Pinrang Kelas I B mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 dalam rangka
penyusunan Skripsi Program SI (Starata satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

-

Y UNRP, 550402 198203 1 002
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama /3 S'ymwr/f?y}[ Adyt/»,rbf My -

Tempat/ Tanggal Lahir : ﬁ"'e/"f M ke % 4
Jenis Kelamin : (dl labe

Agama : /.C[ sy
Pekerjaan : A/M

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudara “Hardiman” yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan
«Pembebanan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor
522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan  Agama - Pinrang (Analisis Maslahah
Mursalah)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

ey

&= -tNGAND,
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

DR H IMRAN, $.Ag-SH MK

Nama

Tempat/ Tanggal Lahir . L.om putie, 23 Aeus TUS (971

Jenis Kelamin : Lal - LO\(—I
Agama : lSUAY\’\ '
Pekerjaan : ?Ng Z?Oﬂi{m muda ?A‘P\ﬂﬂ)ﬂ@>

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudara “Hardiman” yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan
“Pembebanan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor
522/Pd1.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslahah
Mursalah)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama . Py At WW%
o6
Tempat/ Tanggal Lahir : ”ﬂ,he/wl W % /<4 W/ y

Jenis Kelamin : / W/"VVW
Agama : 4)&4"”

Pekerjaan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudara “Hardiman” yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan
“Pembebanan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor
522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslahah
Mursalah)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Juli 2019

(b PATuy AP
Now”
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : %// UMW dt(ﬂlv(m J# M
Tempat/ Tanggal Lahir : W W ) 7&4“"‘/ ! %/

Jenis Kelamin : (_.G/(&' % (,0/&1'

Agama : JW

Pekerjaan : MW? dh fA‘pl)Iz/‘@

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudara “Hardiman” yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan
“Pembebanan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor
§22/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslahah
Mursalah)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Juli 2019
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PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul
“Pembebanan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor

522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Magslahah

Mursalah)” yang peneliti teliti. ng ditemukan tidak bermaksud untuk

merugikan pihak manapun. yaan yang diajukan:

A. Pertimbangan
Putusan Nomor

nan Nafkah Madliyah
Agama Pinrang.

1. i memberi
2. pada isteri?
3. enjadi dasar

lah nafkah

menentukan

jumlah nafkah?

B. Analisis Maglahah Mursalah Terhadap Pembebanan Nafkah Madliyah
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

1. Bagaimana upaya hakim dalam memberikan kemanfaatan bagi para pihak?
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. Adakah batas minimal dan maksimal ketentuan nafkah madliyah yang
dibebankan kepada suami?

. Bagaimana dengan suami yang tidak mampu dalam membayar pembebanan
nafkah tersebut?

. Apakah ada sanksi khusus bagitsuami yang tidak melaksanakan kewajiban

nafkah madliyah yang s
. Apa hikmah dari

13l

PAREPARE
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DOKUMENTASI

e Observasi Awal

e Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Drs.
Baharuddin Bado, M.H.
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¢ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Drs. Syamsul
Rijal, M.H.

e Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Ibu Dra.
Fatmabuhjahja, M.H

e Wawancara dengangRanitera, MudagPengadilansAgama Pinrang Bapak Dr.
H. Imran., S.Ag., S.H., MH.
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RIWAYAT HIDUP

Hardiman, lahir pada tanggal 05 Desember

1997 di Punnia Kabupaten Pinrang. Anak
a_dari tiga bersaudara dari pasangan
j. St Halijah di Pinrang

Penulis  mulai masuk
anak-kanak
Punnia pada
n, Sekolah

Mattiro Bulu pada tah

yah (MTS) Muhamma i ahun 2009-
ah Madrasah Aliyah (M ; Punnia pada

slam. Untuk
engan  judul
“Pembebanan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor
522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maglahah

Mursalah)”

Contact: hardimanherman@yahoo.com
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